BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN BERINVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal
8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat
(4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun
2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau
Kemudahan Berinvestasi;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6330);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023
tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6619);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
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Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 97);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 128);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian
Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 930);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 885);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 05
Tahun 2023 tentang Pemnerian Insentif dan/atau
Kemudahan Berinvestasi Investor (Berita Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 5
TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
BERINVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
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Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
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Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Barito Kuala.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala.

Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito
Kuala.

Pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari
Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau
investor untuk meningkatkan investasi di daerah
Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas
nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan
investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah
Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal,
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun
penanam modal asing untuk melakukan usaha di
Kabupaten Barito Kuala;

Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang
merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang
mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Investor  adalah individu atau entitas  yang
mengalokasikan modal dengan tujuan memperoleh
keuntungan finansial.

Usaha mikro adalah wusaha produktif milik orang
perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria usaha mikro.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria usaha kecil.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang
seorang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar
atas asas kekeluargaan.

Tim verifikasi adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati
untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan
rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi

terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi.
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BABI
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai
pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan
investasi kepada masyarakat dan/atau investor Daerah
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Investor
maupun calon Investor;
b. memperluas akses dunia usaha atas data dan
informasi Investasi;

¢. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
d. menciptakan lapangan kerja;
e. mendorong meningkatnya Investasi; dan
f. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
Bagian Kedua
Ruang Lingkung
Pasal 3
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini

meliputi :
a. kewenangan;
b. kriteria  Pemberian Insentif dan/atau  pemberian
kemudahan investasi;
c. jenis usaha;
d. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi;
e. tata cara permohonan Pemberian Insentif dan/atau
Pemberian Kemudahan Investasi;
f. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan
kemudahan investasi;
. verifikasi dan penilaian;
. evaluasi dan pelaporan;
pembinaan dan pengawasan; dan
tata cara pemberian sanksi administratif.

bl ¢ -

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 4
(1) Bupati dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan
Penanaman Investasi sesuai kewenangan dengan
memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
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BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian

Kemudahan Investasi berdasarkan kriteria :

a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan
Masyarakat;

oo

. menyerap tenaga kerja;
menggunakan sebagian besar sumber daya lokal,
.memberikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan

publik;

&

memberikan  kontribusi dalam peningkatan produk

domestik regional bruto;

il Sl = i B

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
. pembangunan infrastruktur;
. melakukan alih teknologi;
melakukan industri pionir;
melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan

inovasi;

oF

. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil atau Koperasi;
industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau

peralatan yang diproduksi di dalam negeri;

m.

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program

prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/aau
n. berorientasi ekspor.

(1)

(2)

(1)

(1)
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Pasal 6

Pemberian insentif  dan kemudahan investasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk bagi
usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi.

Pemberian  insentif dan kemudahan  investasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) juga diberikan
dalam bentuk penguatan modal yang diselenggarakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Pasal 7
Kriteria sebagaimana dalam Pasal 5 dilakukan penilaian
secara kuantitatif.
Metode penilaian secara kuantitatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB V
JENIS USAHA

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian
Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk
jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Usaha Mikro, kecil, dan/atau Koperasi; /

A

b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
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usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal
yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman
modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau.
h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d adalah lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
yang ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan.

mo Ao

w

BAB VI
BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu
Bentuk Pemberian Insentif Kepada Masyarakat dan / atau Investor

Pasal 9
(1) Bentuk Pemberian Insentif dapat berupa :
a. Pengurangan Pajak Daerah
b. Pengurangan Retribusi Daerah
c. Pemberian Bantuan Modal dan/atau peralatan kerja
kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi
Daerah
d. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk
Usaha Mikro, kecil dan/atau Koperasi di Daerah.
e. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah
f. Bunga pinjaman rendah untuk usaha mikro, usaha
kecil, dan/atau koperasi di daerah.
(2) Jenis Pemnerian Insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Bentuk Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat dan/atau Investor

Pasal 10
(1) Bentuk Kemudahan Penanaman Modal dapat berupa :

a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman
modal berupa informasi potensi ekonomi daerah,

rencana tata ruang wilayah daerah, rencana umum
penanaman modal, dan rencana strategis dan skala
prioritas daerah.

b. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang
investasi berupa infrastruktur dasar seperti
bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan
dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk
operasional usaha.

c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi
d. Pemberian bantuan teknis
e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan
PARAF KOORD™ASI | melalui pelayanan terpadu satu pintu
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f. Kemudahan investasi langsung konstruksi

Kemudahan akses pemasaran hasil produksi

Kemudahan penanaman modal dikawasan strategis

yang ditetapkan dalam perturan perundang-

undangan yang berpotensi pada pembangunan

daerah

1. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi
daerah

j. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

k. Kemudahan akses tenaga Kkerja siap pakai dan
terampil

l. Kemudahan akses pasokan bahan baku dan/atau

m. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Bentuk kemudahan Penanaman Modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut

sebagaimana tercantum dalam lampiran Il yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

=

Pasal 11

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal

disesuaikan dengankemampuan keuangan dan kebijakan
daerah.

BAB VII

TATA CARA PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Permohonan Insentif dan Kemudahan Investasi

(1)

(2)

——
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Pasal 12
Permohonan insentif dan kemudahan investasi diajukan
oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada
Buapati melalaui Kepala DPMPTSP
Pengajuan Permohonan Insentif dan/atau Kemudahan
Investasi :
a.Bagi Penanam Modal Baru, pemohon mengajukan
Surat Permohonan tertulis, dilampiri dengan :
1. potokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau bukti
identitas diri yang syah dari pemohon
2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi,
misi, lingkup usaha, susunan direksi dan
manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal
dan tenaga kerja asing;
. potokopi legalitas perusahaan,;
. laporan kegiatan penanaman modal;
. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang
dimohonkan;
6. Surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan
diwakilkan;
7. potokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari
penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
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b. Bagi penanam modal yang akan melakukan perluasan
usaha, pemohon mengajukan surat permohonan
tertulis, dilampiri dengan :

1. potokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari
pemohon.

2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi,
misi, lingkup usaha, susunan direksi dan
manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal
dan tenaga kerja asing;

3. potokopi legalitas perusahaan;

4.neraca perusahaan dua tahun terakhir dan
perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun
terakhir;

5. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha
dan pemasaran produk pertahun untuk waktu 2
(dua) tahun terakhir

6. lingkup usaha yang berisi jenis usaha dan kapasitas
usaha sekarang dan yang akan diperluas;

7.laporan kegiatan Penanaman Modal;

8. bentuk insentif dan atau kemudahan investasi yang
dimohonkan;

9. Surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan
diwakilkan;

10. potokopi KTP atau bukti identitas yang sah dari
penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
(3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tim Verifikasi dan Penilaian

Paragraf 1
Keanggotaan dan Tugas Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 13
(1) Bupati membentukn Tim Verifiasi dan Penialian terhadap
permohonan insentif dan kemudahan investasi.
(2) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP
(3) Susunan kenggotaan Tim Verifikasi dan Penialian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Ketua : Seckretaris Dacrah Kabupaten Barito Kuala

b. Sekretaris . Asisten Bidang Perekonomian Sekretariat
Daerah Kabupaten Barito Kuala

c. Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Barito Kuala

2. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Barito
Kuala

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Dearah %bupaten Barito

Kuala
PARAT ¥ AARDINAGI 4. Kepala Badan Perencanaan
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10.

11.

12.

13.

14.

5

16.

17.

18.

19.

20.

. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Barito
Kuala

. Kepala Dinas Permukiman dan

Perumahan Rakyat Kabupaten
Barito Kuala

. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Barito Kuala

. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Barito Kuala

. Kepala Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Barito Kuala

Kepela Dinas Perkebunan dan
Peternakan Kabupaten Barito Kuala
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Barito Kuala

Kepala Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Barito Kuala

Kepala Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Barito
Kuala.

Kepala Dinas Pemuda Olah Raga,
Pariwisata dan Budaya Kabupaten
Barito Kuala

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Barito Kuala
Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Barito Kuala
Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Kepala Bagian Perekonomian
Seretariat Daerah Kabupaten Barito
Kuala

Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito
Kuala

Kepala Kantor BPN Kabupaten
Barito Kuala

(4) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Paragraf 2
Mekanisme dan Tata Kerja Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 14
(I) Tim Verifikasi dan Penilaian memverifikasi berkas
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permohonan insentif dan kemudahan investasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12
dalam suatu rapat koordinasi
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(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat S (lima) hari sejak diterimanya
permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi

Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan
kelokasi permohonan insentif dan/atau kemudahan
investasi jika dipandang perlu

Hasil koordinasi dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar
dan rekomendasi dalam menetapkan penanaman modal
yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi
Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh insentif
dan/atau kemudahan investasi ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian

Format rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF

DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 15

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dilakukan
dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

Pasal 16

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diberikan dalam

jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun selama beroperasi
kegiatan usaha.

(1)
(2)

(3)

(1)
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Pasal 17

Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor
baru paling banyak 2 (dua) kali.

Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor
lama paling banyak 1 (satu) kali saat akan melakukan
perluasan usaha.

Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor
lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha penanam

modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.

BAB IX
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18
Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian
Insentif  dan/atau kemudahan investasi wajib
menyampaikan laporan kepada bupati melalui Kepala
DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
penggunaan dan pemanfaatan Pemberian Insentif
dan/atau kemudahan investasi. -
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Pasal 19

(1) DPMPTSP bersama Tim Verifikasi dan Penilaian
melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian insentif dan
kemudahan investasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam
setahun

(2) Pemberian insentif dan kemudahan investasi dapat
ditinjau kembali berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kegiatan penanaman modal tidak
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal S
dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh DPMPTSP untuk dibahas dan
ditindaklanjuti Tim Verifikasi dan Penilaian

(4) Tata cara evaluasi pelaksanaan pemberian insentif dan
kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagai berikut :

a. Kepala DPMPTSP melakukan koordinasi degan Tim
Verifikasi dan penilaian setelah menerima laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);

b.tim Verifikasi dan Penilaian mempelajari laporan
tertulis dari penerima insentif dan/atau kemudahan
investasi

c. koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a
dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam
1 (satu) bulan atau menurut kebutuhan

d. evaluasi dilakukan berdasarkan :

1. laporan penerima insentif dan/atau kemudahan
investasi

2.kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif
dan/atau kemudahan investasi

3. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d
sebagai dasar pembinaan dan pengawasan

4. Hasil evaluasi sebagaimana diamaksud pada huruf d
sebagai dasar pembinaan dan pengawasan

(5) Format laporan penerima insentif dan/atau kemudahan
investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d
angka I tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRARIF

Pasal 20
(1) Masyarakat dan/atau Investor yang mendapatkan
pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi yang
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
a. teguran tertulis; dan/atau
b. dicabut haknya sebagai penerima insentif dan/atau
kemudahan investasi.
(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
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(3) Pencabutan haknya sebagai penerima insentif dan/atau
kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan setelah diberikan teguran tertulis
sebanyak 3 (tiga) kali.

(4) Ketentuan tata cara pemberian sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 21
Pendanaan Pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan
investasi kepada masyarakat dan/atau investor Daerah yang
diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2 _
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
ada-tang §al 23 Oktober 2024
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